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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pemerasan dengan ancaman kekerasan dalam hukum pidana Islam 

termasuk dalam kategori Jari>mah h}ira>bah. h}ira>bah adalah suatu 

tindak kejahatan dengan menggunakan senjata atau alat. Dasar 

hukum h}ira>bah terdapat dalam QS.al-Maidah ayat 33. Dalam hukum 

positif tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dapat 

disebut sebagai afpersing. Afpersing diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Pasal 368. Dalam hukum positif dan hukum 

pidana Islam sama-sama tidak ada batasan kualifikasi usia yang 

tetap seseorang dapat dikatakan sebagai anak di bawah umur. Dan 

terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana pemerasan dengan 

ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur.  

2. Sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh 

anak di bawah umur menurut hukum positif dapat dikenakan pidana 

pokok atau tindakan. Sedangkan sanksi menurut hukum pidana 

Islam tidak dapat dikenakan hukuman h{ad karena anak di bawah 

umur tidak ada pertanggungjawaban pidananya kecuali hukuman 

yang bersifat pengajaran dan pendidikan.  
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B. Saran 

Dengan kemajuan teknologi dan informasi, orang tua haruslah 

ekstra memperhatikan anak-anaknya. Perbuatan kriminalitas sangat 

marak dilakukan oleh anak-anak akibat kurangnya perhatian dari para 

orang tua. Untuk mengurangi tindakan kriminal maka para orang tua 

dalam hal ini sangatlah berperan penting bagi kelangsungan hidup 

anaknya. 

Maraknya tindakan kriminal oleh anak di bawah umur, seharusnya 

aparat penegak hukum lebih menyikapi dan mensiasati perilaku 

tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan 

cara mengadakan penyuluhan atau kegiatan lainnya yang bersifat 

memberi pengajaran agar anak tahu bahwa akibat dari tindakan 

kriminalitas dapat merugikan diri sendiri dan orang lain bahkan untuk 

bangsa dan negara Indonesia. Sehingga dapat mengurangi jumlah 

kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 


